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Abstract

Thisresearch wasbased ontheissueof the use of ethnicity and religionin politicsthat happens
inthe election of regional head in aconflict prone area. Thishappens mostly inanareawith diverse
ethnicitiesand religions, for instance Poso digtrict. Besidesthat, Poso haslong story of violent conflict
caused by ethnicity and religion, and this makesit even more interesting to know how ethnicity is
congtructed intheelection of regional head recent context. The method used was qualitativeresearch
with symbolic interaction approach, where social lifeis essentially ahuman interaction with the use of
symbols. Theresult of the researchinthe 2010 election of regional head showed that the congtruction
of ethnicity and religious symbols by potential candidate of District’sHead and its vice has emphasized
onloca candidates, use of traditiona customs, ethnicity’sorganization, local language, and symbols of
religiousorganization. But it’sunfortunate that thoseissues have been undermined by security and legal
order that become very interesting for the voters. Theimageof conflict, which hastraumeatized society
of Poso, hasswept away the ethnicissues, because they redized theimportance of living in peaceand
secure.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya politisas etnis dan agama pada pemilukada
langsung yang diselenggarakan di berbagai daerah, yang seringkali bahkan menimbulkan konflik
kekerasan. Situasi ini banyak ditemukan padadaerah yang memiliki heterogenitas etnik dan agama
yang tinggi, seperti Kabupaten Poso. Selainitu Poso memiliki sgjarah panjang konflik yang bernuansa
etnisdan agamasehinggamenarik untuk mengetahui bagaimanaetnisitas dikonstruks padakampanye
pemilukada. Metode penditian yang digunakan adalah kudlitatif dengan pendekataninteraks smbolik,
di manakehidupan sosial padadasarnyaaddahinteraks manusia dengan menggunakan smbol-smbol.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi selama kampanye
berlangsung. Has| penelitian mengungkapkan bahwa pada pemilukada K abupaten Poso tahun 2010,
konstruksi simbol-simbol etnis dan agamayang dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati
diantaranya adalah menonjolkan isu putera daerah, penggunaan pakaian adat, penggunaan simbol-
smbol organisasi paguyuban etnis, penggunaan bahasadaerah dan jugasmbolisasi organisas keaga
maan. Hanya saja simbol-simbol tersebut kemudian kalah oleh isu keamanan dan ketertiban yang
justru menjadi isu paling menarik smpati pemilih. Bayangan konflik yang begitu traumatik bagi masya-
rakat Poso menggeser isu-isu etnisitastersebut, karena adanyakesadaran baru pentingnyahidup aman
dandamai.

Katakunci : konstruks simbol, etnisitas dan kampanye pemilukada
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Pendahuluan

Pemilukada adalah salah satu bentuk pe-
laksanaan demokrasi yang bertujuan untuk
menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang
bersih, akuntabel, dan demokratis. Penerapan
otonomi daerah dan demokratisasi politik telah
berkonsekuens pada beragam bentuk penye-
lenggaraan pemerintahan, salah satunyaadalah
dalam menentukan kepemimpinan lokal melalui
pemilihan kepala daerah secaralangsung. Sissem
ini lalu berdampak pada upaya merebut simpati
khalayak dalam usaha meningkatkan elektabilitas
seseorang yang ingin berkontestasi pada pemilu-
kada. Karenanyaruang-ruang pemanfaatan de-
saindandrategi komunikas politik yangjitu dalam
kontestasi menemukan penegasannya.

Padamasyarakat yang multietnik, dinami-
ka komunikas politik, khususnya pada masa
kampanye memiliki tingkat kerumitan dalam
menentukan isu dibandingkan pada daerah yang
masyarakatnyarelatif homogen. Alih-aih meraih
simpati public seringkali malah kontraproduktif
dengan tujuan yang ditargetkan bahkan menjadi
konflik kekerasan. Hal tersebut dapat kitalihat
padakontestas politik di tingkat lokal pada be-
berapa pemilukada proping, kabupaten, dan kota
yang ssldu menyita perhatian banyak pihak karena
persaingan yang mdlibatkan smbol-smbol etnistas
baik agama, suku, putra daerah atau pendatang.
Simbol-smbol tersebut kerap dijadikan isu politik
dalam sosidisas dankomunikas politik paracalon
yang bersaing berebut jabatan politik seperti
gubernur, bupati, danwaikota.

Dalam kaitan ini, Mulyana (2006:231)
menyebutkan bahwa identitas etnik (etnisitas)
terbentuk lewat interpretas redlitasfisk dan so-
sia, sebagai yang memiliki atribut-atribut etnik.
| dentitas etnik berkembang melalui internalisas
pengkhasandiri (self typication) oleh orang-orang
lain yang dianggap penting (significant others)
tentang Sgpaaku dan Sigpaorang lain berdasarkan
latar belakang etnik mereka. Mead berpendapat
bahwa konsepsi diri seseorang bersumber dari
partisipasinyadalam budayadimanaiadilahirkan
atau yang iaterima. Budaya diperoleh individu
lewat simbol-simbol dan simbol-simbol ini ber-
maknalewat eksperimentas dan akhirnyafamili-

arity dengan berbagai situas (Mulyana, 2006:
231).

Simbol dalam konteks ini adalah suatu
rangsangan yang mengandung makna dan nilai
yang dipelgjari manusia dan respon manusia
terhadap simbol adalah dalam pengertian makna
dlih-alih dalam pengertian gimulasi fisk dari alat-
alat indranya (Mulyana, 2006:77). Maknasuatu
smbol bukanlah pertamaciri-ciri fisiknya, namun
gpayang dapat dilakukan orang mengenai simbol
tersebut. Suatu simbol signifikan atau memiliki
makna bila simbol itu membangkitkan padain-
dividu yang menyampaikannyarespon yang sama
seperti yang jugaakan muncul padaindividu yang
dituju.

Menurut Mead (dalam Mulyana, 2006)
hanya apabila kitamemiliki smbol-simbol yang
bermakna, kitaberkomunikas dalamarti sesung-
guhnya. Komunikas melibatkan tidak hanya
prosesverba yang berupakata, frasaatau kalimat
yang diucapkan dan didengar tetapi juga proses
nonverbal. Proses nonverbal meliputi isyarat,
ekspresi wajah, artefak, pakaian, gerakan tubuh,
sentuhan, dan paralinguistic. Dewey (Mulyana,
2006) secaratajam menyebut bahwa masyarakat
eksismelalui komunikas; perspektif yang sama,
budaya yang sama, muncul melalui partisipas
dalam saluran komunikasi yang sama. Melalui
partispas sosiallah perpektif bersama dalam
kelompok diinternalisasikan dan berbagai pan-
dangan muncul melalui kontak dan asosiasi yang
berbeda. Rose (dalam Mulyana, 2006) jugaber-
pendapat, dalam komunikas dengan tandaaami-
ah, komunikator mengontrol perilaku pihak yang
hadir, apakah dengan senggjaatau tidak, karena
tubuh pihak kedua secaratetap merespon dengan
gpesifik terhadap impak rangsangan atas alat-alat
indranya. Sementaradalam komunikasi dengan
smbol signifikan sebaliknya, komunikator dapat
mempengaruhi perilaku pihak yang hadir, namun
iatidak bisa mengendalikannya, karena simbol
berkomunikas denganis maknadan nilainyabagi
pihak yang hadir.

Berdasarkan konseps simbol di atas dan
kaitannyadenganidertitasetnik atau etnistasyang
secaralangsung berkaitan dengan smbolisas ciri-
ciri yang bersifat atau terikat oleh etnik tertentu,
makamemilih temasimbolisas etnik dalam ko-


http://www.pdffactory.com

llyas, Kajian Smbol-Smbol Etnisitas dalam Kampanye, Komunikasi Politik dan Pergeserannya...

235

munikas politik dan kampanye pemilukadamen-
jadi sangat menarik. Pilihan Kabupaten Poso
sebagai lokas penelitian erat kaitannya dengan
argumentas di atas, terlebih jikamengingat deaerah
ini adalah daerah pasca konflik bernuansa etnis
dan agama. Heterogenitas etnis yang mendiami
Kabupaten Poso telah menyebabkan suburnya
politik identitas. M obilisasi dukungan digunakan
dengan memanfaatkan komunikas politik dengan
pesan utama, putradaerah dan etnisitaslainnya.
Ditambah lagi dengan disparitas agama yang
dianut. Tim-tim sukseskandidat berlombamelobi
dukungan, agamamenjadi salah satu hal yang sa-
ngat menentukan. Bagaimanadan mengapanilai-
nilai religius yang transenden begitu merasuk da-
lam politik lokal manakalaberbagal aturan formal
tetap bersifat sekuler dan tidak satupun pemain
kunci sangat agamis? (Klinken, 2007:129). Ja-
wabannya berkaitan dengan kebutuhan calon
menggaang dukungan palitis.

Salah satu yang perlu dilinat dalamhd ini
adalah aspek demografi kabupaten Poso. Pro-
sentase etnik Kabupaten Poso berdasarkan anali-
gs Suryadinata, dan kawan-kawan (2003) meski
tidak sem-purnakarenamencantumkan kategori
etnik lainnya, menunjukkan bahwa Etnik lainnya
sebagal prosentase paling besar yaitu 72,87 persen
(yang diduga terdiri dari etnis Pamona, Napu,
Bada, Mori, Tojo, Torga, Timor dan lainnya)
selebihnyaetnis Gorontalo 8,44 persen, Bugis6,33
persen, Jawa 3,89 persen, Bali 3,43 persen, Kalli
2,86 persen, Saluan 2,08 persen, Banggai 0,07
persen dan Buol 0,03 persen. Sementara prosen-
tase penganut agama sebelum pemekaran adalah
| dam sebesar 55,99 persen, Kristen 40,16 persen,
Hindu 3,12 persen, Budha 0,04 persendan agama
lainnya 0,68 persen (Suryadinata, dan kawan-
kawan 2003:177), sementarasetelah pemekaran
Kabupaten Tojo Una-unaterpisah dari Kabupaten
Poso padatahun 2003 prosentase agamadiperki-
rakan menjadi 58 persen Kristen, 36 persen Is-
lam dan limapersen Hindu dan satu persen agama
lainnya.

Segjarah Poso menunjukkan bahwa, dalam
setigp pelaksanaan pemilukada baik sebelum
reformasi maupun pascareformas selalu disertai
dengan konflik politik yang nuansanya mengang-
kat etnisitas sebagai batas pembeda. Meski pada
masa Orde Baru etnisitas dalam kepemimpinan

Poso dapat direduks oleh kekuatan pusat, namun
ketegangan antar tokoh atau calon bupati dan
pendukungnyatidak bisahilang. Terlebih setelah
reformas berlangsung, politik identitas etnik se-
olah menemukan lahan subur untuk menyemai.
Berubah-ubahnya komposis etnik dan agama
pada aspek demografi penduduk Poso akibat
konflik dan pemekaran wilayah menyebabkan
dinamikapolitik di daerahini jugasangat dinamis
(Klinken, 2007).

Agaknyaperilaku politik dan politik iden-
titas etnik terutama dalam praktik komunikas
politik dan kampanye padalevel nasiona berbeda
dengan kontekslokal. Hasl studi Aragon dalam
(Nordholt, dan kawan-kawan, 2007) menyebut-
kan bahwa Bupati Poso mulai menerapkan politik
identitas agama padatahun 1998 karenatermo-
tivas oleh kombinas antaraideologi dan melin-
dungi kekuasaan sertaimbalan politis. Transs ke
otonomi dinilai terkait dengan kekerasan kolek-
tif yang terjadi di Poso karenaparapemimpinka-
bupaten berusaha memicu ketegangan agama
untuk memobilisas calon pemilih. Ketikaproses
medias konflik Poso berlangsung tahun 2001,
dimana orang-orang Muslim dan Protestan lari
dari wiayah mereka, parapemimpin Mudim me-
lobi blok-blok etnis yang terpecah belah untuk
menciptakan kabupaten-kabupaten baru bagi
administras dan pembangunan. Politikus dari
Musdlim Bungku mengajukan gagasan Kabupaten
Morowali untuk menyatukan etnis Bungku dan
Mori, sebelum mangambil kendali Kabupaten
Poso dari seorang pemimpin beretnis Tojo. Seba-
liknya etnis Tojo mulai mengetengahkan usulan
pembentukan Kabupaten Tojo Una-una sebagai
sarana untuk meraih kembali sebuah pusat ke-
kuasaan regiond diwilayah etnismerekasendiri.

Etnisitas menjadi aspek yang penting
dalam hubungan politik. Pada dasarnyatermini
muncul karena menyangkut gagasan tentang
pembedaan, dikotomi antarakami dan merekadan
pembedaan atas klaim terhadap dasar, asal usul
dan karakteristik budaya. Etnistasadaah hasil dari
proseshubungan, bukankarenaprosesisolas. Jka
tidak ada pembedaan antara orang dalam dan
orang luar, tidak ada namanya etnisitas (Dwiyer,
1996 dalamAbdillah, 2002:15). Erikson (1993),
menambahkan syarat kemunculan etnisitas ada-
lah kelompok tersebut sedikitnyatelah menjain
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hubungan, kontak dengan kelompok etnisyang lain
dan masing-masing menerimagagasan danide-ide
perbedaan di antaramereka, baik secaracultural
maupun politik.

Kemunculan politik etnis diawali oleh
tumbuhnya kesadaran yang mengidentikkan
mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok
etnistertentu. Kesadaran ini kemudian memun-
culkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan.
Politik etnis mengacu kepada politik “kelompok
etnis’ dan minoritas kecil sementara penafsiran
kelompok etnis bisamencakup bangsaetnis (eth-
nic nation). Pada wacana politik kontemporer
nuansanya lebih sempit. Dalam konteks ini, bi-
asanya kelompok etnis tidak memiliki teritori
tertentu. Tujuan mereka pun berbeda dengan
nasionalis klasik, mereka menghendaki “deter-
minas diri kebangsaan” dalam suatu wilayah
bangsa. Akantetapi, lebih padapenerimaan pro-
teks dan kemajuan bagi kelompok, khususnya
bagi individu-individu dalam kelompok itu, da-
lam suatu negara yang sudah ada (Kellas, 1988
dalamAbdillah, 2002:18).

Etnigtasyang terbangun daamrelas ke-
kuasaan antar kelompok, merupakan sinyal ke-
terpinggiran, sinya tentang pusat dan pinggiran,
dalam konteks sgjarah yang selalu berubah. Di
sini, pusat dan pinggiran dibentuk dalam repre-
sentad politik. Seperti argument Barth (1988:76),
adalah penting untuk menjadikan sebuah aksio-
mabahwa apayang dipresentasikan sebagai ping-
giran tidaklah sepenuhnya pinggiran tetapi me-
rupakan efek dari representasi itu sendiri. Sim-
bolon menyatakan bahwa etnisitas merupakan
hasil konstruks prosessosal yang lazim disebut
askrips (ascription). Prosessosial menandai se-
kelompok masyaraket tertentu dengan sembarang
tanda-apapun tandanya asal bisa dipakai untuk
“menunjuk” (labeling), dan berlangsung dalam
sebuah generas yang dipengaruhi oleh kekuasaan
(Incis, 2002:69).

Daamkonteksdemokras lokd, terutama
padakontestas pemilukadaHorowitz danLong
(2006) berargumentas bahwademokrasi dalam
masyarakat multi etnik memiliki beberapa tan-
tangan utamakarenasistem pemilu langsung me-
mungkinkan salah satu atau beberapadari etnis
akan selalu menjadi pihak yang selalu terus me-
nerus menang (permanent winners) dan pihak

yang selalu terus menerus kalah (permanent
losser). Persoalan akan kian memburuk ketika
dalam lingkungan masyarakat tersebut hanya
memiliki dua etnis sgja yang bersaing. Namun
persoalan pada umumnya akan lebih berkurang
jikadalam lingkungan masyarakat tersebut terdi-
ri dari beragam suku yang kecil dan mampu mela-
kukan koalisi. Adanya koalisi-koalis tersebut
dalam arena pemilihan dapat memungkinkan ma-
sing-masing etnistidak akan selamanya menjadi
pihak yang sdau terus menerus menang dan pihak
yang selalu terusmeneruskalah.

Sementaraitu Posner dan kawan-kawan
(2005) berpendapat bahwa ada dua kecende-
rungan kalangan elit politik dan kandidat dalam
menggunakan isu-isu etnis (playing ethnic card),
para politis dan kandidat biasanya mengguna-
kan berbagai polapendekatan terhadap etnisitas
menjelang kontestas. Parapolitis dan kandidat
biasanya menggunakan berbagai pola pendekat-
an terhadap etnistasmenjelang arena pemilihan.
Target yang ingin didapat adalah adanyakelekat-
an dengan etnisyang menjadi obyeknya. Parapoli-
tis dankandidat memainkan kartu etnisuntuk me-
ngamankan batas keunggulan yang dimilikinya
dalam sebuah arenakompetis baik ketika pemilu
berlangsung maupun setelah pemilu.

Apayang disampaikan oleh Posner ter-
sebut nampaknya cukup penting dalam melihat
kecenderungan dinamikaetnisitas dalam berba-
gai peristiwa Pemilukada di beberapa daerah di
Indonesia. Dari ratusan event Pemilukadayang
pernah berlangsung di Indonesia, polarisad etnis
nampak mewarnai keseluruhan proses pelaksa-
naan Pemilukada. Tidak hanyaitu, etnisitasjuga
berhimpit dengan beberapafaktor lainnyaseperti
agama dan suku dimanakeseluruhan faktor ter-
sebut berpengaruh terhadap geopolitik, ethno-
politik, dan demografik para konstituen dalam
Pemilukada. Fenomena inilah yang seringkali
menjadi alasan bagi sebagian kalangan dlit yang
menilai bahwa Pemilukadahanya akan membuka
berbagai arena konflik etnis secara terbuka
diberbagai daerah di Indonesia

Berangkat dari berbagai argumentas di atas
penelitian ini hendak meretas permasalahan
mengenal bagaimanasimbol-simbol etnisitasyang
selama ini oleh banyak ahli dianggap sebagai
pemicu konflik di Kabupaten Poso diangkat se-
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bagai isu kampanye pada even pemilukada?Ba-
gamanapergeseran isu kampanye dan komunikas
politik selama pemilukada langsung diselengga-
rakan di Kabupaten Poso?

Dengan demikian rumusan tujuan peneli-
tian ini adaah diharapkan teridentifikasinyasim-
bol-smbol dan atribut etnik yang digunakan dalam
politik perbedaan dan upayamobilisas dukungan
politik dalam hal ini kampanye pemilukada dan
menjelaskan pergeseran isu kampanye selama
pemilukada dilaksanakan secara langsung di
Kabupaten Poso.

M etode Pendlitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif dengan pendekatan Interaks simbolik
yang berasums bahwa pada dasarnya kehidupan
sosia adalah interaks manusia dengan meng-
gunakan simbol-smbol. Interaks smbolik tertarik
pada caramanusiamenggunakan simbol-smbol
yang merepresentasikan apayang mereka mak-
sudkan untuk berkomunikas dengan sesamanya,
dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran
atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-
pihak yang terlibat dalaminteraks sosial. Secara
ringkasmetodeinteraksi smbolik di bangun dari
premis-premis, berikut, Pertama, manusameres-
pon suatu Situasi secarasimbolik, artinya setiap
orang merespon lingkungan, termasuk obyek fisk,
perilaku manusia berdasarkan maknayang dikan-
ung komponen-komponen lingkungan. Kedua,
makna adalah produk interaksi sosial, karenaitu
maknatidak meleka padaobyek, meainkan dine-
gosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga,
maknayang diinterpretasikan individu dapat ber-
ubah dari waktu ke waktu sgjalan dengan perubah-
ansituas yang ditemukan daaminteraksi sosal
(Mulyana, 2006). Teknik pengumpulan datadila-
kukan melalui wawancara mendalam dan studi
dokumentas. Wawancaradilakukan terhadap in-
forman yang dipilih secara purpos ve dimanape-
neliti secara sengaja memilih orang-orang yang
benar-benar dipandang memahami masalah yang
ditdliti. Adapuninformanyang dipilih adaah seba-
gai berikut; (1) KPU; (2) Panwas Pemilukada;
(3) TokohAdat Poso; (4) Tokohagamadantokoh
masyarakat; (5) LSM; dan (6) Akademis di Poso.

Wawancaramendalam (depth interview),
dilakukan dengan menggunakan pedoman wa-
wancara(guideinterview) kepadainforman untuk
menggali pemikiran dan pengetahuannya yang
berkaitan dengan konstruks smbol-simbol iden-
titasetnik yang dapat dijadikan sebaga pembeda
(politik identitas etnik), isu kampanye atau seba
gal saranamemobilisasi dukungan dalam Pemi-
lukada. Dalam melakukan wawancara, peneliti
menggunakan buku catatan, alat pemotret, dan
taperecorder untuk merekamberbagai datadan
informasi sepanjang tidak menggangu jalannya
wawancara.

Untuk melengkapi data pendlitian, pendli-
ti menggunakan puladata yang bersumber dari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pe-
nelitian. Dokumen tersebut berupaarsip penye-
lenggarapemilukada, berita, dan artikel di surat
kabar, foto-foto dan barang cetakan yang digu-
nakan sebagai aat peragakampanye yang menun-
jukkan adanya smbol-smbol dan atribut identitas
etnik.

Datadaninformad yang telah dikumpulkan
melalui studi pustaka, wawancaraindividual di-
analisisdengan metode intepretas makna data
Ddam proses andissdatayang pertamadilaku-
kan adalah editing data dengan mengecek kebe-
naran hasil wawancaradan melakukan transkrip
hasi| wawancara, selanjutnyaadalah melakukan
pengelompokan data berdasarkan kebutuhan
penelitian selanjutnya interpretasi makna data,
dilakukan oleh penditi bersamainforman selama
berlangsung wawancaradi lapangan. Kemudian
interpretas makna datadilakukan lebih menda-
lam padawaktu menuliskan laporan dengan me-
ngaitkan teori-teori yang relevan.

Has| Pendlitian dan Pembahasan

Tanah Poso dan Lintasan Sgarah Politik
|dentitas

Pada zaman penjajahan Belanda, Poso
terkend sebagai lahan misi Kristen paling sukses
di HindiaBelanda (Aragon, 2000; Schrauwers,
2000; Kruyt, 1977). Para misionaris Protestan
Belanda Kruyt dan Adriani tiba padatahun 1892
dan mulai menggunakan pendekatan etnografis
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yang kontras dengan metode-metode kurang sen-
sitive yang dipakai ditempat |ain manapun yang
sama sekali tidak terlepas dari proyek penjajah-
an. Keberhasilan mis mereka diperoleh setelah
melalui kampanye yang berdarah-darah pada
tahun 1905 ketika orang-orang pegunungan
Pamona, Napu, Lore, dan Kulawi berbondong-
bondong memasuki agama para penguasa baru
tersebut. Momentum traumatis tersebut adalah
catatan pembentukan negara kolonial dengan
identitas Kristen sebagai bagiannyadi manaagen-
agen keberhasilan itu diwakili oleh guru-guru
yang loyal, paratetua gereja dan para pegawal
pemerintah yang dihasilkan (Klinken, 2007:122).

Poso secara etimol ogisdalam bahasa Pa-
mona berarti kekuatan. Sejumlah ahli sepakat
bahwa ldam sebagai salah satu agamatradis be-
sar telahlebih awal masuk di wilayah pesisir Poso
seiring dengan hadirnya para saudagar atau pe-
dagang Bugis pada akhir abad XV (Hasan dan
kawan-kawan, 2001). SementaraagamaKristen
(Protestan) kemudian menyusul dengan mengisi
kekosongan padadaerah-daerah pedalaman Poso
melaui paramissionarispemerintah kolonial Be-
landayang direpresentaskan oleh kehadiran Kruyt
di wilayah Poso padatahun 1892 (Aragon, 1999).

Para neotradisionalis menganggap bah-
waakar masalah Poso sebenarnya bersumber pa:
da pergeseran maknastruktur sosa masyarakat
Poso dari nilai-nilai kultural ke nilai ekonomi
(pasar). Menurut Schrauwers(1999) sruktur so-
gd “Orang Poso” atau lebih tepat disebut sebagai
To Pamona, padamasalalu dikenal denganigtilah
wa’ angkabosenya. Struktur ini terbagi atasdua
kelas, kabosenya adalah kelas masyarakat atas
(borjuis atau pemilik modal) dan watua mere-
presentase kelas bawah (proletariat, buruh tani).
Kabosenya meski sebagai kelas borjuis, mereka
juga memposisikan diri sebagai pelindung bagi
watua yang bekerja pada kabosenya.

Penjelasan tersebut mendukung penaf-
siran adanya hegemoni dan dominas kelas yang
berdampak padamarjinalisas “orang adli” Poso.
Salah satu penafsiran tersebut misalnyaterlihat
secaragamblang dalam uraian Aditjondro yang
berargumen dengan merujuk pada pernyataan
Raja Terakhir Poso bernama Wongko Lemba
Talasa padatanggd 11 Mei 1947, yang sayakutip
kembali sebagai berikut;

Laut atau Teluk Tomini tidak ada pagarny,
Hai kamu orang Arab, Hai kamu orang
Tionghoa, Hai kamu orang Jawa, Hai ka-
mu orang Manado, Hai kamu orang
Gorontal o, Hai kamu orang Parigi, Hai ka-
mu orang Kaili, Hai kamu orang Tojo, Hai
kamu orang Ampana, Hai kamu orang
Bungku, Hai kamu orang Bugis-orang
Wotu, Hai kamu orang Makassar; Jika
kamu tidak menaati perintahku kamu
boleh pulang baik-baik ke kampung ha-
lamanmu karena Tana Poso tidak boleh
dikotori dengan darah (Damanik 2003: 41).

Pernyataan Raja Poso di atas menjadi
semakin menarik karenapertama, secarakultura
menunjukkan faktakemagemukan budaya orang
Poso yang ditandai oleh eksistensi beragam ko-
munitasetnik di Poso; kedua pernyataan tersebut
juga secara eksplisit merupakan dukungan atas
fakta bahwa komunitas orang-orang Arab, Ti-
onghoa, Jawa, Manado, Gorontalo, Bugis, Ma-
kassar telah lama ada, atau paling tidak jauh se-
belum program transmigrasi dengan gencar di-
lakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa
OrdeBaru; ketiga, pernyataantersebut sama seka-
li tidak menyinggung identitas keagamaan; dan
yang terpenting, dih-aih menunjukkan seperiori-
taskomunitas penguasa, pernyataan tersebut jus-
tru menggambarkan kedalaman pemahaman
Seorang pemimpin atas spirit masyarakat multi-
kultural dan mengingatkan betapa pentingnya
menjagaharmoni dan damai di Poso.

Salah satu aspek penting lain yang mem-
percepat heterogenitas Poso adalah migras. Mi-
gras suku bangsa pendatang ke Poso dlammasa
Orde baru dan setelahnyaadalah programtrans-
migras. Transmigras sebagal proyek nasonalisme
yang mengabsolutkan paradigmanegarakesatuan
yang membayangkan adanya sebuah komunitas
tunggul dari rezim Orde Baru sesungguhnya dapat
dikatakan telah gagal secarakulturd, karenate-
lah memunculkan sejumlah persoalan khusus-
nyayang terkait dengan ketegangan-ketegangan
hubungan antarakomunitasadi Poso yang bera-
gamaKristen dan kaum pendatang yang umum-
nyaberagamal dam (Hoey, 2003:109).

Perubahan struktur demografi di Poso
jugadisebabkan oleh kelahiran otonomi daerah,
melalui pembentukan kabupaten atau disebut
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pemekaran. Pembentukan Kabupaten Morowali
terpisah dari Kabupaten Poso tahun 1999 meru-
bah komposis penganut agama Kristen yang se-
belumnya mayoritas lalu menjadi 40 persen se-
mentaraldam menjadi 57 persen. Angkasegrega-
s itu lalu kembali berubah ketika Kabupaten
Tojo Una-Unaresmi di bentuk tahun2003 terpisah
dari Poso, di mana Kristen kembali mayoritas
dengan penganut sekitar 58,52 persen (BPS,
2004). Padaperiodetersebut konflik kekerasan
yang terjadi juga menyebabkan adanya perpin-
dahan penduduk melalui pengungsian dan motif
lainnya.

Bacaan mengenai persaingan politik di
Kabupaten Poso menunjukkan bahwa terdapat
tendensi-tendens etno-religiusyang terhubung
dengan persaingan-persaingan kekuasaan di
daerah ini bahkan jauh sebelum kekerasan ko-
munal mencuat ke permukaan di Poso. Hanyasga
ketegangan-ketegangan dari domain etnis dan
agamaini tidak berakhir dengan pertikaian terbuka
karenaadanya semacamkonsensustidak terbuka
soal pembagian kekuasaan (power sharing) an-
tara bupati dan wakil bupati berdasarkan etno-
religius, meski faktanya dari 16 bupati (empat
pejabat bupati) sgjak tahun 1948 —2010, 11 dian-
taranyaberagamaldam.

Walaupun agama adal ah instrumen efek-
tif dalam memobilisas massa dan memperluas
eskalas konflik seperti yang terjadi di Poso, akar
dan motif sesungguhnyadapat dikatakan bersifat
politis dan koruptif (Norldholt:2003). Praktik-
praktik korups yang secaraluasterjadi di Poso
dan di berbagai daerah di | ndonesiapadaumum-
nyamempunyai korelasi dialectic interplay de-
ngan kekuasaan politik yang sama sekali tidak
dimotivas olehreferens keagamaan apapun, baik
secara struktural maupun kultural. Inilah yang
menjadi dlasan mengapa kasus Poso oleh banyak
kalangan tidak dapat diberi label sebagai konflik
antar-agama, namun bernuansaagama.

| dentitasCalon Bupati atau Wakil Bupati dan
Partai Pengusung

Untuk memetakan bagaimanaisu etnis,
agama, putera daerah dan pendatang bermain da-
lam kampanye dan komunikas politik padapemi-

lukada Kabupaten Poso tahun 2010 maka berikut
ini disgjikan biografi sngkat, afilias politik, dan
partai pengusung parakandidat. Pemilukada Po-
50 tahun 2010 diikuti oleh empat pasangan calon.
Keempat pasangan ini memperlihatkan perpa-
duan yang unik dalam hal etnis dan agamayang
menyertai identitas personal merekadi mataca-
lon pemilih. Sebagaimanadiketahui bahwaiden-
titasyang melekat pada setiap individu akan men-
jadi penanda penting dalam kehidupan sosial.
Wacana identitas berkembang seiring semakin
bervarias dan berkembangnyamasyarakat.

Ada situas yang sedikit berbeda dalam
proses pemilihan umum kepala daerah di ka-
bupaten Poso di tahun 2010. Perbedaan tersebut
dapat dilihat dalambeberapasis yaitu; pertama,
meskipun konfiguras etno-religius masih dijadi-
kanreferens olehempat pasangan kandidat bupati
dan wakil bupati yang akan bersaing memenang-
kan pemilihan umum kepala daerah Poso periode
2010-2015, namun calon bupati secara keselu-
ruhan diis oleh nama-nama yang berasal dari
agamaKristen dan semua calon wakil bupati ber-
agamaldam. Kedua, issu keamanan daerah yang
pernah mengalami konflik komunal ini nampak-
nyameas h dipandang strategis dalam pencitraan
untuk memenangkan pemilihan umum kepala
daerah. Pasangan dengan nomor urut satu adalah
Hendrik Gary Lyanto dan Abdul Muthalib Rimi.
Hendrik Lyanto dikend oleh orang Poso dengan
namaAceo. laadaah putraPoso keturunan Tiong-
hoayang menjadi pengusahasuksesdi daerahitu.
Tapi, diamemindahkan basis bisnisnyadi Jakarta
dan Surabayapascakonflik di daerahitu. Sebagai
pengusaha, dia berharap bisa membangun pabrik
pengolahan hasil pertanian di tanah Poso. Aceo
dan pasangannyabertekad memulihkan ekonomi
Poso yang terjerembab akibat kerusuhan bernu-
ansa SARA beberapa tahun lalu dan memper-
baiki kesgjahteraan masyarakat yang jauh terting-
gd dengandaerah lainnya.

Pendamping Aceo, Abdul Muthalib Ri-
mi, Wakil Bupati Poso 2005-2010. Segudang pe-
ngalaman birokras menjadi nilai tambah pasangan
AceadanAbdul Muthalib Rimi yang ingin meng-
kombinasikan pengusaha-birokrat untuk me-
mimpin Poso. Thalib, panggilan akrabnya, adalah
pria kelahiran Mapane yang bergelar magister
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bidang hukum jugaaktif di organisasi sosial ke-
agamaan. Organisas yang dipimpinnya, antarala-
in, Yayasan I ttihadul Ummah.

Pasangan calon dengan nomor urut dug;
Sony Tandradan Mulyadi, merupakan kolaboras
antarapengusahadan politis dengananggota TNI.
Sonny Tandra(50), yang dikenal di Poso dengan
namaAciong, adalah puteraPoso keturunan Ti-
onghoayang memiliki latar belakang pengusaha
dan kemudian menjadi politis sgjak enamtahun
terakhir. Pengusshamudaitu meshtercatat sshaga
anggotaDPRD Sulawes Tengah dari Partal Pa-
triot Indonesia. la dikenal sebagai lelaki yang
santun dan berjiwasosa. Dengan dukungan Partai
Patriot, tempat menyalurkan aspiras politik dan
membawanya ke kurst DPRD Sulteng periode
2004-2009 dan 2009-2014. Mulyadi (58) adaah
kolond purnawirawan TNI. |a pernah menjabat
sebagai Komandan Kodim di Luwuk (1992-
1997) dan Komandan Kompi B Poso (1973-
1979). Karir legidatif pun pernah dilakoninya
sebagal pimpinan DPRD Poso.

Pasangan dengan nomor urut tigaadalah
Frans Wangu Sowolino dan Burhanuddin Andi
Masse. Frans bukan wajah lama dalam Pilkada
Poso. Puteraadli Pomonaini menjadi “ runner-
up” pilkada2005 yang saat itu dimenangkan Piet
Inkiriwang. la adalah birokrat tulen. Penga-
lamannyadi dunia birokrasi lengkap mulai dari
camat sampal Ketua Bappeda Poso. Kegiatan
sosia kemasyarakatan yang cukup luas juga
menjadi nilai tambah bagi Frans dalam kompeits
politik ini.

Sementara itu Burhanuddin Andi Mas-
seberkarier di duniapendidikan dan saat ini meru-
pakan KetuaAsosias Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia (APTISI) Komisariat Provins Sula-
wes Tengah periode 2009-2013. la juga aktif
sebagal Pembantu Ketual STMIK Bina Mulia
Palu, dan Sekretaris Forum Rektor Sulawes Te-
ngah.

Kandidat dengan nomor urut empat ada-
lah duet Piet Inkiriwang dan Syamsuri, kolabo-
ras antara pensiunan Polri dan birokrat. Piet
Inkiriwang merupakan “incumbent”, sekaligus
KetuaPartai Demokrat, partai pemenang Pemi-
lu 2009 di kabupaten yang terkenal dengan ke-
indahan Danau Poso itu. Piet berkarier di kepolis-
an hinggamendapat pangkar komisarisbesar po-

lis saat pensiun. Dunialegidatif pun pernahdija
lani dengan menjadi anggota DPRD Sulawesi
Utara. lalahir dari seorang ayah berdarah Mina-
hasa dan ibu dari Sulewana di pinggiran danau
Poso. Piet Inkiriwang sendiri yang mengakhiri ma-
sa jabatannya 31 Agustus 2010 yakin meme-
nangkan pemilihan bersama pasangannya, Syam+
suri, seorang birokrat berdarah Javayang terakhir
kali menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabu-
paten Poso.

Imagining Conflict dan Putera Daerah
Sebagai |su Kampanye

Pilkada yang dilaksanakan secara lang-
sung mensyaratkan popularitas seorang kandi-
dat atau pasangan calon kepaladaerah yang akan
bertarung. Tingkat elektabilitastinggi pasangan
calon hanya dapat diperoleh melalui pengenalan
atau sosalisas yang Sstematis dengan menggu-
nakan metode komunikas kontemporer yang se-
suai dengan keadaan daerah di mana pilkada
diselenggarakan. Karenanya salah satu hal pen-
ting yang menjadi perhatian tim kampanye pa-
sangan calon kepala daerah adalah isu-isu yang
akan dikomunikasikan dalam beragam medium
komunikas politik.

Penetapan isu strategis yang akan di-
komunikasikan bagi setiap pasangan calon da-
lam pilkada langsung mesti dilakukan dengan
cermat. | su-isu penting tersebut harusdi dasarkan
pada karakteristik demografis, sosiografis dan
psikologis. Pengembangan isu sebagai bagian dari
proses kampanye memerlukan kejelian tim pe-
menangan pasangan calon agar tidak kontraprok-
tif dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
yaitu sebanyak-banyaknyapemilih untuk meme-
nangkan pilkada. Bagi pasangan incumbent
(petahana) isu strategis yang paling banyak di-
kembangkan adalah keberhasilan merekadalam
mel aksanakan pembangunan di daerah baik me-
nyangkut pembangunanfisk maupun nonfisk.

Di lain pihak, kandidat penantang yang
berasal dari beragam latar belakang seringkali
menggunakan isu kampanye yang menonjolkan
keberhasilan mereka pada profes atau jabatan
sebelumnya. Tawaran kandidat penantang se-
ringkali harus terdeferensias dengan kandidat
petahana sekaigus harus menjadi tawaran solusi
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bagi hal yang belum berhasil dilaksanakan oleh
petahana. Bahkan seringkali tim kampanye kan-
didat penantang menggunakan isu-isu yang me-
nyerang dan menjelekkan kandidat petahanaguna
meraih smpati publik atau calon pemilih.

Pilkada Poso yang diikuti oleh empat
pasang calon dengan beragamidentitasetnik telah
menyebabkanisu etnik menjadi jualan yang cukup
menonjol. Dari 99 etnis. latar belakang keempat
calon bupati cukup unik, Piet Ingkiriwang adalah
seorang yang berdarah Minahasadari pihak ayah
dengan ibu beretnis Pamona dan lahir di Desa
Sulewana sebuah desa di Kecamatan Pamona
Utarayang ditengahnyadialiri Sungai Poso. Oleh
karenanya meski ia kelahiran Pamona oleh la-
wan politiknyayang berasal dari etnisasli Pamo-
na, Piet dianggap pendatang. | su putera daerah
ini banyak dikembangkan oleh satu-satunyakan-
didat beretnisadli pamonayaitu Frans Sowolino.

Sebagai kandidat petahana, Piet Ing-
kiriwang banyak mengkampanyekan keberha-
silannya dalam menjaga keamanan dan memeli-
hara perdamaian. Menurut parainforman yang
diwawancarai menyebutkan bahwa hampir
disemuatempat pelaksanaan kampanye dan pa-
damateri publikas isu keamanan sangat ditonjol-
kan pasangan ini. Selain klaim keberhasilan pem+
bangunan ekonomi, pendidikan, dan rehabilitas
Poso pascakonflik sosal. 1suini memang cukup
mengena, karenamasyarakat Poso kebanyakan
sudah menyadari bahwa konflik kekerasan dan
sdling bunuh antar agamadan etnisadalah hal sa
sa Sehinggasdahfaktor penting yang harusdijaga
untuk terus melaksanakan pembangunan Poso
adalah faktor keamanan dan ketertiban.

Kutipan berita padaharian MediaAlkha-
irat tanggal 27 Mei 2010 berikut ini juga meng-
gambarkan bagaimana pasangan Piet-Samsuri
mengeksploras isu keamanan sebagai is kam-
panye.

“Pasangan Calon Bupati Piet Inkiriwang-
Syamsuri yang mengusung isu kemanan
sebagal keberhasilan dalam pemerintahannya
mengaku dalam setiap kampanye terbukadi
beberapa kecamatan. M ereka menyebutkan
keamanan Poso yang terwujud selama pe-
merintahannyaberkat kerjasamayang baik
antara pemerintah pusat dan daerah serta
dukungan seluruh masyarakat Poso. “Ini

sebagai bukti, bahwa selama pemerintahan
saya (Piet Inkiriwang) mampu membawa
perubahan mendasar yang dibutuhkan ma-
syarakat selamaini yaitu keamanan dan per-
damaian. Saat ini masyarakat Poso sudah
hidup tenang,” kataPiet, Calon Bupati Peta-
hana (incumbent) dalam beberapakampanye
terbuka’.

Bagi kandidat lain, isu keamananini di-
anggap sebagai klaim sepihak. Merekamengang-
gap bahwarterciptanyakeamanan di Poso bukan
andil dari kandidat petahana sematatetapi peran
besar pemerintah pusat dan aparat keamanan da-
lam menjaga keamanan dan ketertiban di Poso.
Selain itu merekamenganggap bahwa peran ma-
gyarakat yang telah menyadari pentingnyamenja-
gakeamanan sehinggatidak lagi adariak-riak yang
mengganggu keamanan. Menanggapi hal terse-
but tiga pasangan calon lainnya menganggap
bahwa itu adalah klaim sepihak. Salah seorang
Tim Kam-panye Pasangan Hendrik Gery Lyanto-
Thalib Rimi, Baharuddin Syafi’i di hadapan
12.000 massayang memeadati alun-alun L apang-
an Sintuwu Maroso, Poso K ota padakampanye
tanggal 25 Me 2010 menyoal salah satu kandi-
dat bupati yang mengklaim situas keamanan Po-
so yang kini makin membaik adalah kerjacalon
bupati petahana. lamenyebutkan, keamanan tum-
buh karenakesadaran masyarakat yang ingin hi-
dup damai.

Sementaraitu pada sejumlah kampanye
yang dilaksanakan pasangan Sonny Tandra-
Muljadi juga menolak jika damai di Poso ada-
lah hasil kerjaPiet Ingkiriwang, menurutnyasitu-
as Poso yang sudah normal ini adalah kerjape-
merintah pusat, aparat keamanan, dan masyara-
kat Poso sendiri. Pasangan Calon Bupati Frans
Sowolino-Burhanuddin tak mau kalah menye-
rang isu keamanan ini. Juru Kampanye Frans-
Burhan, Sonny Kapito menyebut, persodan kea-
manan bukan tugas bupati tapi tugasaparat kea-
manan.

Tampaknya isu keamanan memang di-
anggap sebagal salah satu isu strategisyang ha-
rus dikedepankan oleh setiap pasangan kandidat
bupati Poso. Parakandidat bupati manyadari be-
tul bagaimana psikologi masyarakat Poso yang
telah jenuh dan tidak lagi ingin berkonflik, saling
menghujat dan saling bunuh karena provokas
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yang kebanyakan melibatkan aktor-aktor dari lu-
ar Poso. Menurut Gogali (2010) menanggapi isu
keamanan dan klaim pasangan Piet-Samsuri so-
al keamanan di Poso, bahwadalam konteks me-
syarakat pascakonflik Poso, kata“aman” adaah
kata ampuh yang mampu mengakomodir kebu-
tuhan semua lapisan masyarakat. Mendengar ka-
taini semuaorang hampir serentak seolah-olah
memiliki deskrips yang sama tentang unit kata
tersebut yakni tidak adanya konflik, tidak adanya
kerusuhan, tidak adabom, tidak adalagi penem-
bakan, dan pembunuhan misterius, semuaorang
dapat beraktivitaske kebun, sekolah atau kantor.
Tidak lagi menjadi penting apakah aman berarti
damai, apakah aman berarti juga ada keadilan,
kesgjahteraan. Kataini seolah menjadi katamagis
bagi masyarakat yang trauma dengan kata seba-
liknya; konflik. Masyarakat diseret, dipaksa, dia-
rahkan untuk memiliki maknayang sama seperti
yang ditentukan oleh penguasa.

Penggunaan kata ini menjadi relevan,
bukan karena kebenarannyanamun karenakon-
teksyang dibicarakannya. Pertama, dibicarakan
daam konteks masyarakat pasca konflik yang je-
las lelah, enggan berada dalam situasi konflik,
bahkan jikasekedar membicarakannya Konteks
ini membawaaur hidup masyarakat digiring pada
kebutuhan yang penting aman, terserah sgjapolitik
kdian di atas sanayang penting aman. Lau, ma-
syarakat diyakinkan bahkan setelah konflik ke-
kerasan telah berakhir, aman adalah kebutuhan
mereka, hanyaaman, bukan peningkatan ekono-
mi, apalagi mendapatkan keadilan dan mencapai
kesgahteraan.

Kedua, kataamantidak sgja secara efek-
tif menjadi katayang membuat masyarakat me-
ngangguk setuju, tetapi diam-diam pada saat yang
bersamaan menyusup, menelisik, menjadi kata
yang meneror. Alih-alih menjadi katayang menja-
min kebutuhankondis pascakortflik, kataini men-
jadi senjata untuk menakut-nakuti masyarakat.
Jika masyarakat tidak memperhitungkan rasa
aman sebagai ha penting yang paling mendasari
aktivitas mereka maka mereka terancam kehi-
langan jaminan kehidupan “normal” sekarang,
bahkan bukan tidak mungkin kehilangan kehi-
dupan.

Ketiga, konflik kekerasan sepanjang 12
tahun di-retrive-(dipanggil kembali) dengan vul-

gar cenderung kasar dengan menempatkan pe-
ngaaman mengungsi, lari di hutan, dan perbukit-
an (katababungkus). Bertolak belakang dengan
usaha-usaha perdamaian yang dikembangkan
oleh aktivisperdamaian maupun yang diusahakan
masyarakat, traumadan rasacurigadijaga, dipe-
lihara bahkan dihembuskan kembali untuk mem-
peringatkan masyarakat. Pengalaman konflik
yang bahkan tidak dirasakan langsung oleh I ngki-
riwang, digunakan, dimanfaatkan untuk menegas-
kan kepentingan rasa aman masyarakat.

Simbol-simbol Etnis dan Agama dalam
Kampanyedan K omunikas Politik

Ddamduniapalitik, terutamapadanegara
yang demokrasinya belum matang, patronase
politik masih menjadi bagian penting dalam
menganalisis kemenangan seseorang dalam
kontestas politik. Dalam konteks pilkada Poso,
persoaan patronase politik kelihatannya tidak
terlau banyak melibatkan aktor-aktor politik lokal
yang berasal dari struktur partai resmi yang me-
ngusung pasangan calon bupati-wakil bupati. De-
mikian halnya dengan tokoh politik nasiond, lihat
sgja pasangan calon bupati Sonny Tandra yang
diusung oleh Partal Patriot dengan beberapapartai
lainnya.

Dalam hal keterlibatan simbol-simbol
keagamaan tampaknya tidak terlalu signifikan
dalam meraup perolehan suara calon bupati dan
wakil bupati. Namun dalam hal paket calonyang
digjukan masih sangat berpengaruh, ini terkait
dengan propors jumlah penganut agamadi Ka-
bupaten Poso. Keterlibatan tokoh-tokoh kharis-
matik GKST (GergjaKristen Sulawes Tengah)
misalnyatidak melibatkan simbol-smbol secara
langsung tetapi merekaterlibat secarapersonal.
Pendeta Damanik, yang secaraterang-terangan
mendukung pasangan Sonny-Mulyadi tidak mem-
bawa sertasimbol-simbol GKST dalam kampa-
nye. Beberapatokoh GKST lainnyamendukung
pasangan berbeda sehingga dukungan jugater-

pecah.

Di pihak Idam ketua FKUI (Forum Ko-
munikasi Umat |slam) salah satu organisas pen-
ting padamasa konflik dan prosesdamai di Poso
jugatidak terlibat langsung tetapi hanya melibat-
kantokoh-tokoh kharismatiknya. Ustad Gani | srail
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yang kini menjadi anggota DPRD dari Partai De-
mokrat jelas mendukung Piet I ngkiriwang ketua
DPD Partai Demokrat di Poso terlepas posisinya
sebagal Ketua FKUI, tokoh lainnya tersebar ke
calon pasangan lain.

Menarik menyimak kutipan tulisan da-
lamblog Lian Gogdli berikut ini untuk menggam-
barkan bagaimana peran tokoh-tokoh agama
dalam PilkadaPoso tahun 2010.

“Salah seorang eks kombatan yang meng-
klaim memiliki basismassa(mudim) di wila-
yah Poso bergabung dengan eks kombatan
lainnyayang memiliki basismassa (kristen) di
wilayah Tentena menjadi satu tim sukses.
Ratusan hingga ribuan massadengan segala
atribut, termasuk simbol keagamaan, naik
mobil, sepeda motor dan truk dari Poso ke
Tentenadan sebaliknya. Ratusan orang yang
selama lebih dari sepuluh tahun pasca kon-
flik kekerasan tidak pernah (baca:berani) be-
pergian ke wilayah Poso atau Tentena, melin-
tas wilayah tersebut dengan perasaan aman”.

Dengan perpektif berbeda, Lian Gogali
melihat kampanye pemilukada sebagal ajang ba-
gi bersatunya duakomunitas yang dulunya ber-
konflik berkat keterlibatan tokoh-tokoh agama
dalam satu tim kampanye. Jelas di sini bahwa
patronase politik tokoh mendapatkan penega-
sannya, tetapi karena cairnya bentuk dukungan
tokoh dari kelompok besar organisasi keagame-
an menyebabkan calon pemilihjugamemilih ber-
dasarkan tokoh yang disegani. Lian menilai bahwa
fenomenaini menegaskan adanya dekonstruksi
masalalu (konflik) sehingga meminggirkan hal-
hal yang hegemonik di masyarakat bahwakonflik
yang terjadi di masalau itu adalah konflik agama.
Alih-aih meletakkan masakampanye sebagai ba-
giandari ritual politik dalam Pilkada, masyarakat
Poso menempatkannya sebagal bagian penting
proses re-interpretas yang menjadikan mereka
melintas batasidentitashingga akhirnyamelaku-
kan dekonstruks konflik Poso.

Re-interpretas bagi masyarakat diter-
jemahkan dengan tenggelamnya identitas aga-
madan suku sebagal pertimbangan utama pemi-
lihdalam memilih. Hasil dari prosesre-interpretas
tersebut telah melahirkan pengakuan tentang ke-
pentingan bersama pada kekinian dan masa de-
pan Poso. Bukti pengakuanini diekspreskan pada

bergabungnyamasyarakat lintasagamadan suku
dalam kerumunan massakampanye tanpa gesek-
an dan sentimentertentu. Bahkan, diluar berbagai
kepentingan ekonominya, antar ekskombatan dari
kedua kelompok keagamaan bergabung dan
memperjuangkan kandidatnya. Pengakuan ini
membawadiri dan komunitas padatitik diam se-
jenak, menyimak ulang, memaknai masa lalu
sebagal sesamamanusia.

Jkakitakembali mencermati kombinas
dari pasangan kandidat calon bupati dan wakil
bupati Poso di atas, di manakeempat calon bupati
beragama Kristen sementarakeempat calonwakil
bupati beragamalsiam, memang menunjukkan
kombinasi yang tidak memungkinkan untuk
menonjolkan persoalan agama dalam merebut
pemilih. Hal ini berbeda dengan pilkadayang ber-
langsung sebelumnya, tahun 2005 di mana pilka:
dacalon bupati danwakil bupati sarat denganisu
agamayang akhirnyamenyebabkan konflik ter-
buka. Sekedar membandingkan, pada pamiluka-
datahun 2005 yang diikuti limapasangan calon
dengan beragam identitasagamadan etnis.

Selain pasangan calon yang berasal dari
beragam latar belakang, dukungan partai politik
jugamenunjukkan kecenderungan dukungan par-
tal berbasisagama padaduapasangan calonyang
saat itu dianggap kuat untuk memenangkan pil-
kada. Pasangan Piet-Muthdlibyang di dukung oleh
Partal Damai Sgahterayang berbasisKristen dan
pasangan Muin-Osbert yang didukung oleh dua
partai berbasis|slam, yaitu Partai Amanat Nasio-
nal dan Partai Bintang Reformas. Datahasi| per-
hitungan suara pada pemilu 2005 berdasarkan
kecamatan menunjukkan bahwa dari 12 keca-
meatan, 10 kecamatan dimenangkan oleh pasangan
Piet-Muthalib. Di mana kesepuluh kecamatan
tersebut dihuni oleh mayoritas penduduk beraga:
makKristen denganrata-rataperolehan suaramen-
capai 48,9 persen. Dari 10 kecamatan tersebut,
delapan diantaranyaditempati calon bupati ber-
latarbelakang Kristenlainnya, Frans-Kahar pada
perolehan suaradi nomor dua dengan rata-rata
perolehan suara di kecamatan mayoritas Kristen
sebesar 23,4 persen. Semantara duakecamatan
yang penduduknya mayoritas|slam, yaitu Poso
Kotadan Poso Pesisir dimenang-kan oleh calon
bupati berlatarbelakang I1lam, Muin-Osbert.
Hanya sgja kemenangan pada dua kecamatan
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tersebut hanya 29,4 persen sehinggatidak berarti
apa-apajikadilihat secarakeseluruhan.

Data tersebut menegaskan bahwa pada
pemilu tahun 2005, faktor sentimen keagamaan
measih sangat kuat dalam menentukan pilihan ca-
lon pemilih. Keadaan tersebut telah bergeser pada
pemilu tahun 2010, isunyamenjadi lebih bersifat
rasional. Hal itu juga ditegaskan dari hasil wa-
wancara dengan | skandar Lamuka, KetuaKPU
Kabupaten Poso;

“lya, kalau tahun 2005 memang benar, isuitu
sangat kental bahwaagamaitu di nomor sa-
tukan dalam meraih suaradan itu masih sa-
ngat berpengaruh. Terbukti ketikaditelusuri
Piet itudiusulkan oleh PDStahun 2005. K eti-
kaseorang kandidat atau pasangan kandidat
yang diusung partai bernuansa agamapada
saat itu PDS, Partai DEMOKRAT, PKSitu
secaraotomatis, karenapada saat itu Situasi
di Poso masihdalam suasanakonflik sehingga
ketikaadapartal yang mengusung dari partai
basis agama secara otomatisberpengaruh”.

Jkaisu agamanampaknyatidak lagi men-
jadi kunci kemenangan pemilukada 2010, faktor
kedekatan etnis masih cukup bisa diperhitung-
kan meski dengan kadar yang relatif kecil. Hal ini
dapat kita lihat pada perolehan suara kandidat
berdasarkan kecamatan, yang menunjukkan ada-
nyakecenderungan kemenangan pasangan tertentu
pada daerah yang basis etnis di mana salah satu
pasangan calon berasal. Misalnya kemenangan
Pasangan Hendrik-Muthalib di Kecamatan Poso
KotaUtaradan Poso Kotaditengarai karenafak-
tor ketokohan Muthalib yang kebetulan beretnis
Bugis, etnisyang mayoritasdi kedua kecamatan
tersebut. Demikian halnyadengan posis nomor
duayang diperoleh pasangan Sonny-Mulyadi di
Kecamatam Poso Kotadi-tengarai karenafaktor
kesamaan etnis Mulyadi dengan etnisterbanyak
kedua di kecamatan ini, yaitu Jawa. Selain dari
data perhitungan tersebut, pada saat kampanye
terdapat banyak paguyuban berbasis etnisyang
mengambil bagian dalam pawai dengan spanduk-
gpanduk pernyataan dukungan atas calon tertentu.
Menurut keteranganinforman, | kandar Lamuka,
sepanjang pengameatannyapaguyuban-paguyuban
itu cukup berpengaruh dalam mengumpulkan
massa pada saat kampanye. la mencontohkan
bahwa terdapat keterlibatan Laskar Bugis Ma-

kassar, Kesatuan Masyarakat Gorontalo dan Pa-
guyuban Masyarakat Jawa. Pada saat peneliti-
an, tim peneliti masih sempat menemukan span-
duk yang tertempd di sebuah kiosdi jalan poros
Poso-Moengko yang meski sudah agak usang tapi
masih jelas tertulis “Posko Laskar BugisMa-
kassar”.

Permainan smbol-simbol etnisdan agama
itu tidak lepasdari harapan memperoleh dukung-
an padabassmassayang spesifik. Kongruks sm-
bol-smbol tersebut dengan senggjadihadirkan tim
kampanye untuk menggugah paracaon pemilih
dengan bentuk proximitasdan kebanggaan etnis.
Ini tentu sgjatidak lepasdari masih kuatnyabentuk
politik patronase dan karakter komunalisme pada
masyarakat pedesaan di Poso.

Bentuk lain yang dapat ditemukan dalam
penelitian ini adalah penggunaan atribut-atribut
etnis. Penggunaan pakaian adat misalnya mem-
berikan ciri khusus yang dapat diidentifikas
sebagal bagian dari komunitastertentu. Penggu-
naan pakaian adat sebagai simbol identitas etnik
seseorang dalam pilkada menunjukkan adanya
upaya untuk menggiring komunitas pada pilihan
seragam dengan upaya menonjolkan simbol-
smbol bersama. Para kandidat berusaha me-
nunjukkan identitastersebut jika berada padako-
munitas etniknya. Kandidat calon wakil bupati,
Samsuri misalnyamengenakan blangkon sebagai
smbol lelaki Jawa. Demikian halnyadengan kan-
didat bupati Frans Sowolino yang senantiasa
mengenakan pakaian adat Pamona untuk mem-
pertegasidentitasnya sebagai orang adi Pamona
sebagaimanagetol iakampanyekan.

Terkait dengan pakaian adat, bahasa
daerah jugamemiliki peran yang cukup penting
untuk meyakinkan warga masyarakat bahwa
seorang kandidat itu memiliki ikatan primordial
yang kuat dengan mereka. Penggunaan bahasa
daerah padawilayahyang secaramayoritas meng-
gunakan bahasadaerahtersebut tentu memberikan
citratersendiri bagi seorang calon (Lampe, 2010).
MenyapawargaK elurahan Gebang Rejo di Kota
Poso dengan bahasa Jawamisalnya, diyakini akan
memberikan citrapositif yang lalu bisadimanfa-
atkan untuk mendekatkan hubungan emosional
wargadengan sang kandidat. Kontekslokalitas
lain di daerah Poso yang begitu heterogen dengan
polapemukiman yang terkotak-kotak kebanyak-
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an berdasarkan agama yang dianut dan jugaber-
dasarkan etnistelah memberi ruang yang sangat
terbuka bagi pemanfaatan beragam identitas et-
nik tersebut sebagal jalan memperoleh dukungan
politik.

Bermainnyasimbol-ambol tersebut dalam
tataran politik lokal tidak dapat dihindari karena
mash kuatnyaisu etnistasdalam setigp kontestas
politik. Bahkanjikakitamerujuk padapemekaran
wilayah, sebagai kebijakan pelaksanaan otonomi
daerah menunjukkan bahwa kesamaan latar
belakang sgjarah dan kesamaan etnismenjadi salah
satu alasan utamadimekarkannya sebuah daerah
otonom baru. Karenanyaapa yang disampaikan
oleh Horowitz dan Long (2006) menjadi tegas
bahwa persoalan etnistasdaam arenakontestas
ini dapat direduks jikaparakandidat dan politi-
s yang terpilih dalam arena pemilihan mampu
memberikan sejumlah kebijakan publik yang
memperhatikan dan mengakomodas kalangan
etnik minoritas yang kalah dalam kontestas.
Begitupun dengan pendapat Posner dan kawan-
kawan (2007) bahwaadadua kecenderungan ka
langan dlit politik dan kandidat dalammenggunakan
isu-isu etnik (playing ethnic card), parapolitis
dan kandidat biasanyamenggunakan berbagai pola
pendekatan terhadap etnisitas menjelang pilkada.

Peta persaingan keempat kandidat jika
dilinat dari sudut wilayah dan keterikatannya
dengan wilayah tersebut nampaknyaterdapat be-
berapahal yang patut dicermati. Kekalahan telak
Frans Sowolino di basisetnik Pamonadi wilayah
yang mengitari Danau Poso yang terbagi dalam
lima kecamatan yang memperebutkan 43.888
suaraatau 37,7 persen suara sah menjadi cukup
menarik. Praktis pasangan Frans-Burhan hanya
menang di Kecamatan Pamona Tenggaradengan
selisih suarayang sangat tipis dengan pasangan
Piet-Samsuri yang berada di Posisi kedua. Ke-
camatan lain yang tidak dimenangkan oleh bupati
petahanadan hanyaberadadi poss keduaadaah
Kecamatan PamonaBarat, di wilayah ini Sonny-
Mulyadi menang dengan cukup signifikan.

FransWangu Sowolino yang adi Pamona
ternyatatidak mampu berbuat banyak menghadapi
petahana. 1su putera daerah adli ternyata tidak
cukup mampu merebut hati masyarakat etnik
Pamonadan Mori di daerah tersebut memilihnya
dalam pilkada. Padahal dengan modal politik yang

demikian besar, semestinyaiatidak mengalami
kekalahan telak di daerah tempat ia berkiprah
setelah mengundurkan diri dari jabatan birokras
di Pemda Poso. Frans sebagaimana diketahui
sebelumnya adalah calon bupati periode 2005-
2010 yang kalah dari pasangan Piet | ngkiriwang-
Abd. Muthalib Rimi dan berada di posis kedua
perolehan suara.

Jkakitamelihatnyadari sudut etnisdan
agamamakaterdapat aspek kedekatan padama-
sng-masing calon. PamonaUtarayang memiliki
jumlah pemilih paling besar, secara tradisional
menjadi basis bagi dua pasangan calon yang
berasal dari daerahini yaitu Piet Ingkiriwang dan
Frans Sowolino. Meski berasal dari daerah yang
sama, Fransmengklaim sebagai puteradaerah adli
karena nenek moyangnyamemang asli Pamona
sementara Piet adalah puterakelahiran Sulewa-
nayang “hanya’ ber-ibu orang Pamona. M eski
demikian nampaknya, para pemilih di daerah
Pamonatidak lagi tertarik dengan isu puteradae-
rah yang gencar dikampanyekan oleh pasangan
Frans-Burhanuddin.

Demikian halnyajikamelihat kedekatan
emosiona Frans dengan masyarakat sub etnik
Loreyang mendiami enamkecamatan. Fransyang
beristerikan orang adi L ore juga mengalami ke-
kalahan telak di enam kecamatan tersebut. Tapi
kedekatan hubungan emosional, juga bukan
sebuah kebetulan jika Sonny Tandramampu me-
nang di daerah Pamona Barat yang merupakan
daerah asdl isterinya. Faktor keamanan yang oleh
beberapatokoh politik di Poso dianggap sebagai
isu utama yang menjadi kunci kemenangan pe-
tahana bisasgiagugur jikamelihat kecenderung-
an kemenangan mutlak Piet-Samsuri di sekitar
wilayah sekitar Danau Poso dan menyisakan ma-
sing-masing kemenangan bagi pasangan Sonny-
Mulyadi dan Frans-Burhan.

Simpulan

Pemilukada langsung menjadi gjang
terjadinyakontestas danrivalitas secaraterbuka
paratokoh politik Poso dalam meraih dukungan
politik untuk mencapai kekuasaan, yang repre-
sentasinya secara nyata dapat ditelusuri pada
isu-isu komunikasi politik dan kampanye para
kandidat. Pemilukada langsung telah menguiji
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tesis-tesistentang etnisitas dan politik identitas
yang selama ini diyakini bersumbangsih besar
terhadap terjadinya konflik kekerasan berke-
panjangan. Situasi tersebut nyatanya mendapat-
kan pembuktian ketika pemilukada langsung
dilaksanakan pertama kalinyatahun 2005. Kon-
flik kekerasan mewarnai pelaksanaan pemilu-
kadatersebut. Demonstragi, teror, pembakaran,
dan bentrok antar pendukung pasangan calon
berlangsung kala itu. Pemilukada tahun 2005
menegaskan politik identitas, baik berdasarkan
etnis dan agamasangat kental di tanah Poso se-
bagai isu utama.

Sementara itu pemilukada tahun 2010,
menunjukkan bahwa ikatan primordial dan isu
identitasmasih banyak ditemukan dalam serang-
kaian proses pelaksanaan pemilukada, teruta-
ma padasaat kampanye. Hal ini dapat kitalihat
misalnya dengan penggunaan simbol-simbol et-
nis, simbol-simbol keagamaan dalam berbagai
kesempatan, meski tidak melibatkan secaralang-
sung aspek kelembagaan agama. Bukti lainnya
adalah kemenangan pasangan calon tertentu di
wilayah yang mayoritasmemiliki kesamaaniden-
titasbaik etnik, asal daerah dan agamamisalnya,
pasangan Gary Lyanto-Abdul Muthalib Rimi me-
nang di Kecamatan Poso Kota Utara dan Poso
Kotayang banyak dihuni masyarakat etnisBugis
(Muthalib adalah tokoh masyarakat yang beretnis
Bugis) atau perolehan suarasignifikan pasangan
Frans-Burhan di daerah Pamona, tempat asal
Frans Sowolino.

Dari hasl| penelitian dapat dijelaskan pula
bahwa Pemilukada Poso tahun 2010 memper-
lihatkan adanya pergeseranyang signifikan dalam
hal penggunaan identitas etnik dalam komunikas
politik dankamparnye memperebutkan suaracaon
pemilih. Menguatnyawacanatentang pentingnya
rasaaman dan kesgjahteraan masyarakat teruta-
materkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pe-
ngentasan kemiskinan sebagai isu utama dalam
komunikasi politik dan kampanye parakandidat
dibandingkan denganisu-isu etnistasyang selama
ini ditengaral berperan besar dalam setigp konflik
di Poso. Kglenuhan dan frustas masyarakat Poso
terhadap konflik kekerasan yang berkepanjangan
telahmerubah lanskgp politik identitasyang selama
ini mapan dalam politik Poso. Tampaknyaterjadi
re-interpretas dalam masyarakat Poso ketika

menterjemahkan isu kampanye yang menjual
identitas agama dan suku sebagal pertimbangan
utama dalam memilih pasangan calon. Isu-isu
keamanan dan kesejahteraan menenggelamkan
berbagai identitas etnik yang dimainkan dalam
kampanye. Tenggelamnya identitas sebagai isu
utama (berbanding terbalik denganisu awa kon-
flik Poso) menunjukkan “kesepakatan” alami
(yang diam namun memiliki dampak mendalam)
tentang adanya politisas isu agamadaam konflik
kekerasan yang merekaalami. Hasll dari proses
re-interpretad tersebut telah melahirkan pengaku-
an tentang kepentingan bersama pada kekinian
dan masadepan Poso. Bukti pengakuanini dieks-
presikan pada bergabungnya masyarakat lintas
agama dan suku dalam kerumunan massa kam-
panye tanpagesekan dan sentimen tertentu.
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